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History

01 02 03

Konblik JDIH Konblik Hybrid Konblik JDIH



Substansi Rancangan Perubahan

Dalam rancangan ini terdapat:
▪ Perubahan kata ” kosmetika” menjadi “kosmetik”
▪ Perubahan substansi
▪ Perubahan drafting dan/atau perubahan pasal

Dalam paparan ini hanya disebutkan beberapa 
pasal yang mengalami perubahan. Selain yang 
disebutkan di paparan ini berarti masih sama 
dengan peraturan yang sebelumnya (existing)



Definisi

Pengaturan Sebelumnya Rancangan Revisi Peraturan



Kriteria dan Persyaratan

Pengaturan Sebelumnya Rancangan Revisi Peraturan



Pengecualian Notifikasi
Penambahan kosmetik yang dikecualikan dari notifikasi

Izin edar berupa notifikasi dikecualikan untuk:

01 02

03 04

NEW
NEW



Pembagian Kosmetik

Pengaturan Sebelumnya

•

•

Rancangan Revisi Peraturan

*pada Peraturan sebelumnya sudah diatur hanya saja belum masuk pembagian kosmetik.



Penambahan 

Syarat Notifikasi
Pemohon notifikasi harus melampirkan:

Format surat pernyataan merek

Lampiran I Ranc. Revisi Peraturan



Satu Nama Kosmetik

Pengaturan Sebelumnya Rancangan Revisi Peraturan

Penghapusan kosmetik dg target pasar berbeda dari 1 (satu) nama kosmetik.



Kosmetik Dalam Negeri

Pengaturan Sebelumnya Rancangan Revisi Peraturan

BELUM ADA



Perubahan Masa Berlaku

Sertifikat CPKB Surat Penunjukan Keagenan

Dokumen Perjanjian Kerjasama 
kontrak Produksi

Sertifikat GMP
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02

03

04

*Sebelumnya dipersyaratkan masa berlaku paling singkat 3 bulan 
sebelum berakhir

*Sebelumnya dipersyaratkan sisa masa berlaku paling singkat 6 
bulan sebelum berakhir

*Sebelumnya dipersyaratkan sisa masa berlaku paling singkat 6 
bulan sebelum berakhir

*Sebelumnya dipersyaratkan sisa masa berlaku paling singkat 3 
bulan sebelum berakhir

Kos. Dalam Negeri

Kos. Kontrak

Kos. Impor

Kos. Impor



Penghapusan Ketentuan Sertifikat Merek

Pengaturan Sebelumnya Rancangan Revisi Peraturan

Dihapus untuk semua 

pengajuan notifikasi



Kosmetik Kontrak Dalam Negeri

Pengaturan Sebelumnya Rancangan Revisi Peraturan

BELUM ADA



Kosmetik Kontrak Luar Negeri

Permohonan notifikasi kosmetik kontrak luar negeri hanya dapat 

diajukan oleh industri kosmetik dalam negeri sebagai pemberi

kontrak dan harus memiliki NIB sebagai importir.

PASAL 16

NEW





Industri Kosmetik Penerima Kontrak
Penerima kontrak harus memiliki sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) yang masih 
berlaku dengan ketentuan diterbitkan oleh  pejabat pemerintah yang berwenang atau 
lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah dari negara asal dan  dibuktikan dengan surat 
keterangan dari otoritas  pemerintah yang berwenang di negara asal*.

*Ketentuan legalisasi sertifikat GMP mengikuti ketentuan apostille seperti 
ketentuan pada peraturan sebelumnya.

NEW



Notifikasi kosmetik kontrak luar negeri 
secara bertahap harus dilakukan alih 
teknologi untuk dapat diproduksi di dalam 
negeri.

Alih teknologi dapat diberikan kepada 
perwakilan industri kosmetik luar negeri di 
Indonesia atau industri lain di Indonesia 
berdasarkan  kesepakatan antara pemilik 
dan penerima teknologi. 

PASAL 17
PASAL 18



Kosmetik Impor

Pengaturan Sebelumnya Rancangan Revisi Peraturan

BELUM ADA



Kosmetik Impor
Importir harus memiliki sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) yang masih berlaku 
dengan ketentuan diterbitkan oleh  pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga lain 
yang ditunjuk oleh pemerintah dari negara asal dan  dibuktikan dengan surat keterangan dari 
otoritas  pemerintah yang berwenang di negara asal*.

*Ketentuan legalisasi sertifikat GMP mengikuti ketentuan apostille seperti 
ketentuan pada peraturan sebelumnya.



Persyaratan Produk Ruahan (Bulk)

Rancangan Revisi Peraturan

*Ketentuan selengkapnya dapat dicek pada rancangan peraturan.
**Ketentuan CFS mengikuti ketentuan peraturan sebelumnya



Produk Ruahan
Importir harus memiliki sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) yang masih berlaku 
dengan ketentuan diterbitkan oleh  pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga lain 
yang ditunjuk oleh pemerintah dari negara asal dan  dibuktikan dengan surat keterangan dari 
otoritas  pemerintah yang berwenang di negara asal*.

*Ketentuan legalisasi sertifikat GMP mengikuti ketentuan apostille seperti 
ketentuan pada peraturan sebelumnya.



Pemutusan 
Keagenan

Dokumen Asli

Penghapusan 
Sisa Stok



Pembatalan Nomor Notifikasi
Penambahan Ketentuan Pembatalan Nomor Notifikasi

*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
penarikan kosmetik dari peredaran dilaksanakan 
sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur 
mengenai penarikan dan pemusnahan kosmetik.  

NEW



Rekomendasi Pemohon Notifikasi
Penambahan Ketentuan dari Peraturan Sebelumnya



Rekomendasi Pemohon Notifikasi
Penambahan Ketentuan dari Peraturan Sebelumnya

SLA Notifikasi

*Pada Peraturan sebelumnya belum menggunakan mekanisme time to respond.



Penggunaan Bahan Nanomaterial

Pengaturan Sebelumnya Rancangan Revisi Peraturan

Pengaturan Sebelumnya
Rancangan Revisi Peraturan

Waktu Pembaruan



SLA Pembayaran 

Notifikasi Perubahan

Rancangan Revisi Peraturan Rancangan Revisi Peraturan

*Pada Peraturan sebelumnya batas waktu 
pembayaran adalah 7 Hari.
*Hari Kerja

SLA Pemberitahuan 

Perubahan Notifikasi

*Pada Peraturan sebelumnya belum diatur.



Notifikasi Perubahan & Pembaruan

*Pada Rancangan Konblik poin d (Dokumen perjanjian Lisensi yang masih berlaku) dihapus.



Pengaturan Sebelumnya Rancangan Revisi Peraturan



LAMPIRAN



Lampiran I

PERNYATAAN TERKAIT MEREK

Penambahan format surat pernyataan terkait merek bagi pemohon Notifikasi.



LAMPIRAN II

Aaron Loeb Alfredo Torres

Tipe Produk dan Kategori Kosmetik
No. Tipe Produk Kategori Keterangan

*Penambahan jenis bentuk sediaan untuk mendukung inovasi pelaku usaha.

Perubahan Definisi



LAMPIRAN V

Aaron Loeb Alfredo Torres

Prosedur Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi sebagai 
Pemohon Notifikasi Kosmetik

Perubahan Secara Umum

*Ketentuan lebih lengkap mengenai perubahan pada lampiran V selengkapnya dapat dicek pada 
rancangan peraturan.



Aaron Loeb Alfredo Torres

Bagi BUPN yg melakukan 
kontrak produksi

Bagi importir



LAMPIRAN VI

Mekanisme Pemberian Layanan Prioritas



THANK YOU
F O R  Y O U R  A T T E N T I O N
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